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PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perbankan sebagai suatu lembaga keuangan kepercayaan masyarakat yang
memegang peranan penting dalam sistem perekonomian, sehingga dapat dikatakan
bank merupakan urat nadi dari sistem keuangan yang beraktifitas menerima simpanan
dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito dll, yang kemudian dana yang
terkumpul dari masyarakat tersebut disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk
kredit. Sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa, kepercayaan dari
semua pihak yang terkait adalah hal yang sangat penting baik, bagi pemilik dan
pengelola bank maupun masyarakat sebagai pengguna jasa bank. Salah satu kegiatan
bank yang sangat penting dan utama adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat,
baik kredit perorangan maupun kredit lembaga atau kredit perusahaan, sehingga
pendapatan bank dari kredit yang berupa bunga merupakan sumber utama pendapatan
bank. Bila diperhatikan neraca bank akan terlihat bahwa sisi aktiva bank akan
didominasi oleh besarnya jumlah kredit. Demikian juga bila diamati dari sisi
pendapatan bank, akan ditemui bahwa pendapatan terbesar bank adalah dari
pendapatan bunga dan provisi atau komisi kredit. Kehidupan perekonomian manusia
pada saat ini erat kaitannya dengan dunia perbankan, Perbankan berfungsi sebagai

penopang untuk membantu
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kebutuhan hidup manusia dengan cara menjalankan usaha bank.! Undang-Undang

No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

mendefinisikan bank sebagai badan hukum yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam
bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf

hidup rakyat banyak.?

Mengkaji peranan bank yang memiliki fungsi sebagai penghimpun dana dari
di masyarakat dan menyalurkan kembali dana ke masyarakat. Dalam peranannya,
terdapat hubungan antara bank dan nasabah yang didasarkan pada unsur kepercayaan
dan hukum. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan
banknya apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya dalam produk-
produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan dari
masyarakat tersebutlah bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk
ditempatkan di banknya dan menyalurkan kembali uangnya ke masyarakat dalam
bentuk kredit, Pemberian kredit kepada pihak afiliasi bank tersebut sering kali tidak
diiringi dengan analisis pemberian kredit yang sehat sehingga menyebabkan banyak
dana bank yang tidak kembali kepada bank. Hal ini berarti bahwa dana masyarakat

yang dipercayakan kepada bank disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak

Try Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia
(Simpanan, Jasa & Kredit) (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), him. 8.

2LLukman Santoso, Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank (Yogyakarta: Pustaka
Yustisia, 2011), him. 31.



bertanggungjawabkan, sehingga bank dan masyarakat yang mempercayakan dananya
mengalami kerugian atas kehilangan dana tersebut Pegawai bank tidak mudah seperti
yang kita bayangkan terkadang banyak resiko yang di pegang oleh para pegawainya
supaya menghindar dari resiko itu pegawai bank harus bekerja dengan cara jujur

untuk menghidar dari resiko berbahaya yang akan dia perbuat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupaka salah satu Negara besar yang sangat
mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku
di Indonesia jelas menjamin komponen penting dalam membangun kehidupan yang
aman, teratur dan damai. Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban

dan keamanan warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana.

Hukum pidana di Indonesia merupakan pedoman yang sangat penting dalam
mewujdkan suatu keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah
dasar yang kuat dalam rangka menetukan perbuatan yang dilarang dan memiliki
sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Ketentuan umum, kejahatan hingga

dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP.

Kejahatan merupakan perbuatan yang meyalahi etika dan moral sehingga dari
suatu kejahtan yang di lakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki

dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum.



Dalam kaitannya dengan tindak pidana di bidang perbankan ini kejahatan yang

dilakukan oleh orang dalam perlu mendapat perhatian khusus. Dalam hal terjadi

suatu tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh orang dalam terdapat

beberapa Undang-Undang yang dapat dan biasanya diterapkan yaitu :

1)

2)

3)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan KUHP yang biasa dipakai
misalnya Pasal 263 (pemalsuan) Pasal 372 (penggelapan), 374 (penggelapan
dalam jabatan), Pasal 378 (penipuan), Pasal 362 (pencurian), dil.

Undang — undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun
1999 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001. Ketentuan Undang-
Undang Korupsi biasanya diterapkan terhadap kasus yang menimpa bank
pemerintah Undang-Undang ini dipergunakan untuk memudahkan menjerat
pelaku, mengenakan hukuman yang berat dan memperoleh uang pengganti
atas kerugiannegara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Undang — Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan. Ketentuan dalam Undang-Undang ini biasanya diterapkan
apabila Komisaris, Direksi, Pegawai dan pihak terafiliasi dengan bank
(“orang dalam™) atau orang yang mengaku menjalankan usaha bank sendiri
sebagaipelakunya.®

Jenis-jenis tindak pidana di Bidang Perbankan disebutkan dalam Undang-

Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.

10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan)

terdapat tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari Pasal 46 sampai

dengan Pasal 50A. Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam

empatmacam:

3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang
— Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).



A) Tindak pidana yang berkaitan dengana perizinan, diatur dalam Pasal 46.

B) Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, diatur dalam Pasal 47

Ayat (1) Ayat (2) dan Pasal 47 A.

C) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank

diatur dalam Pasal 48 Ayat (1) dan Ayat (2).

D) Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diatur dalam Pasal 49 Ayat

(1) huruf a,b dan ¢, Ayat (2) huruf a dan b, Pasal 50 dan Pasal 50A*

Perkataan “feit” dalam bahasa Belanda diartikan sebagai “sebagian dari suatu
kenyataan” atau “een gedeelte van de werkrlijkheid”, sedangkan ‘“strafbaar feit”
dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”,
oleh karenanya kita akan mengetahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya

adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan. °

Disebutkan dalam undang — undang Undang — Undang Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang — Undang Nomor 7 Tahun 1992

Tentang Perbankan pada Pasal 49 Ayat (2) yaitu :

4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas
Undang — Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

5 P.A.F. Lamintang, Dasar — Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,
1997, him.181.



(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan
sengaja:

a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu
imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga,
untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam
rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam
memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau
dalam rangka pembelian atau pendiskontoan olehbank atas surat-surat wesel,
surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun
dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan
penarikan dana yang melebihi batas kreditnya padabank.

b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan
ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan
peraturan perUndang-Undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam
dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8
(delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah)."

Maka pegawai bank yang dalam hal ini menjabat sebagai analis kredit dinilai
bersalah apabila telah sengaja dan mengambil keuntungan. Keuntungan disini
diartikan bahwa dalam kelompok orang — orang yang menjabat sebagai anggota
dewan komisaris, Direksi atau pegawai — pegawai Bank yang dengan sengaja
melakukan hal — hal yang disebutkan dalam Pasal diatas untuk mengambil
keuntungan bagi pribadinya dan keluarganya yang disebutkan dalam Pasal 49Ayat 2
Undang-Undang Perbankan diatas.

Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya Dasar — Dasar Hukum Pidana

Indonesia unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :



UnsurSubyektif

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atauCulpa).

2) Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Secara umum,
para pakar hukum pidana telah menerima adanya tiga (3) bentuk kesengajaan
(opzet), yakni :

a.

.Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu
tujuan (dolus directus). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan
akibat yang dilarang.

Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met
zekerheidsbewustzijn ataunoodzakkelijkheidbewustzijn). Dalam hal ini
perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan
tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, .

Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus
eventualis atau voorwaardelijk-opzet). Dalam hal ini keadaan tertentu yang
semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni
seorang bapak, yang kena anaknya.

Ada kasus di satu Bank daerah yaitu di Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan

Balai seorang karyawan bank telah mengambil uang nasabah dan pemkab

Banyuasin yang berada di Bank tersebut, tanpa sepengetahuan kepala cabang

setempat, karyawan tersebut mengambil uang dengan niat yang sengaja untuk

memperkaya diri dengan cara yang begitu fatal yaitu dengan cara menguntungkan

diri sendiri dengan cara mengambil uang nasabah dan pemkab banyuasin.

Namun ada yang menjanggal setelah karyawan tersebut saat di persidangan setelah

putusan beliau tidak tersangkut di Pasal Undang-Undang No 10 tahun 1998 padahal

sudah jelas masuk di Pasal 49 Ayat 2 yang mengatakan :Anggota Dewan Komisaris,

Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :



a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu
imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk
b. keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka
mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh
uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka
pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes,
cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka
memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana

yang melebihi batas kreditnya pada bank.

c. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan
ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan
peraturan perUndang-Undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam
dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8
(delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah).

Hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan dakwaan subsidair dan memutuskan
bebas dari dakwaan primair karena tidak memenuhi unsur dari Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah di jelaskan di atas. Maka permasalahan yang hendak di

jawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara No
31/Pid.sus-TPK/2017/PN.Plg berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana

Korupsi
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2. Apakah pegawai bank yang melakukan tindak pidana korupsi dapat di
mintakan pertanggung jawaban berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998 Tentang Perbankan (Studi Putusan Nomor31/Pid.sus-TPK/2017/PN.PIg)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai
berikut:

1. Untuk mengetahuipertimbangan hakim dalammenjatuhkan putusan pada
perkara (No.31/pid.sus-tpk/2017/pn-plg )berdasarkan Undang-Undang korupsi

bukan Undang-Undang perbankan.

2. Untuk mengetahui pegawai bank yang melakukan tindak pidana korupsi tidak
dapat di mintakan pertanggung jawaban berdasarkan Undang-Undang No 10

Tahun 1998 ( Studi Kasus Putusan No 31/pid.sus-tpk/2017/pn-plg ).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah :
1. Secara Teoritis

Penulisan ini dapat diharapkan menambah pengetahuan tentang perbandingan
dalam proses penegakan hukum, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan hukum
pidana, terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai bank di dalam
putusan ( No. 31/pid.sus-tpk/2017/pn-plg ).

2. Secara Praktis
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Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan
pengetahuan, bagi para pelaku dan masyarakat bingung terhadap putusan-putusan
yang di jatuhkan oleh hakim, khususnya terhadap tindak pidana kepada pegawai

bank.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah: “konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi
dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.®

1. Teori Putusan Hakim

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat
dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam

suatu perkara, yaitu sebagai berikut:’

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa, dalam
praktik umumnya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal
yang memberatkan dan peringanan penjatuhan pidana bagi terdakwa,
dimana kepentingan masyarakat dirumuskan dalam hal-hal yang

memberatkan, dan kepentingan terdakwa dirumuskan pada hal-hal yang

® Soerjono Soekanto 1981, Pengatar Penelitian Hukum, Jakarta U.I Press., . him 125
"“Teori Penjatuhan Putusan”. http:// www. suduthukum. com/ 2016/ 10/ teori- penjatuhan-
putusan. html(online). diakses pada 16 Januari 2019, pukul 08.51 WIB.



http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-penjatuhan-putusan.html
http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-penjatuhan-putusan.html
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meringankan. Pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan
tersebut, merupakan faktor yang menentukan berat ringannya pidana
yang dijatuhkan terhadap terdakwa (vide Pasal 197 Ayat (1) huruf f

KUHP.)

1.  Pendekatan Seni dan intuisi

Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan
suatu putusan, lebih ditentukan oleh hakim dalam penjatuhan suatu
putusan, lebih ditentukan oleh Instink atau Intuisi dari pada
pengetahuan dari hakim.Dalam praktik peradilan, kadangkala teori
ini dipergunakan hakim dimana pertimbangan akan perbuatan yang
dilakukan oleh terdakwa, dalam perkara pidana atau pertimbangan
yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam
perkaraperdata, di samping dengan minimum 2 (dua) alat bukti,

harus ditambah dengan keyakinan hakim.®

2. Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim sangat berguna dan dalam
menghadapi perkara-perkara yang dihadapi nya sehari- hari.

seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari

8Admin. 2016. “teori Pendekatan Seni dan Intuisi”. http:// www. suduthukum. com /2016 /10
[teori- pendekatan-seni-dan-intuisi.html(online). diakses pada 16 Januari 2019, pukul 08.53



http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-pendekatan-seni-dan-intuisi.html
http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-pendekatan-seni-dan-intuisi.html
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putusan yang dijatunkan dalam suatu perkara pidana, yang
berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat, ataupun
dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang
berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berperkara dan juga

masyarakat. °
3. Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses
penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh
kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan

terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.*°
4.  Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang
mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok
perkara yang disengketakan, kemudian mencari perUndang-
Undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan

sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan

®Admin. 2016. “ Teori Pendekatan Pengalaman”. http:// www. suduthukum. com /2016 /10
[teori- pendekatan- pengalaman.html(online). diakses pada 16 Januari 2019, pukul 08.57 WIB.
0Admin. 2016. “Teori Pendekatan Keilmuan”. http:// www .suduthukum. com /2016 /10 /teori-
pendekatan -keilmuan .html(online). diakses pada 16 Januari 2019, pukul 08.59WIB.



http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-pendekatan-pengalaman.html
http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-pendekatan-pengalaman.html
http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-%20%20pendekatan-keilmuan.html
http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-%20%20pendekatan-keilmuan.html
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hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakan

hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.!

5. Teori Kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan ini diperkenalkan olen Made Sadhi Astuti,
dimana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam
perkara di pengadilan anak. Landasan dari teori kebijaksanaan ini
menekankan rasa cinta terhadap tanah air, nusa dan bangsa Indonesia
serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk dan dibina. Teori
kebijaksanaan mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama,
sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu
kejahatan, yang kedua, sebagai upaya perlindungan terhadap anak
yang telah melakukan tindak pidana, yang ketiga, untuk memupuk
solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka
membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidana anak, dan

yang keempat, sebagai pencegahan umum dan khusus.*2

Pada teori diatas dalam skripsi ini menurut penulis teori yang sangat

berhubungan dengan putusan tersebut ialah teori keseimbangan yang

1 Admiin. 2016. “Teori Ratio Decidendi”. http:// www. suduthukum. com /2016 /10 /teori-
ratio- decidendi. html(online). diakses pada 16 Januari 2019, pukul 09.00 WIB.

2Admin. 2016. “Teori Kebijaksanan . http:// www. suduthukum. com /2016 /10 /teori-
kebijaksanaan. html(online). diakses pada 16 Januari 2019, pukul 09.05



http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-ratio-decidendi.html
http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-ratio-decidendi.html
http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-kebijaksanaan.html
http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-kebijaksanaan.html
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mengunakan pendekatan pengalaman, teori pendekatan keilmuan dan teori

ratio decidendi.

Hukum mempunyai pengertian yang luas. Setiap sudut dalam kehidupan
ini pasti terkait dengan yang nama nya hukum. Hukum merupakan sebuah
sistem yang dibuat oleh manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar
dapat bisa terkontrol.** Hukum juga merupakan alat yang dapat digunakan
untuk menegakan dan mencari keadilan. Oleh sebab itu setiap masyarakat
berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum sehingga bisa diartikan
hukum merupakan ketentuan atau peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang
mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi yang
melanggarnya. Masalah pembuktian ini adalah merupakan masalah yang pelik
(ingewikkled) dan masalah pembuktian menempati titik sentral dalam hukum
acara pidana. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan
mendapatkan kebenaran materil, dan bukanlah untuk mencari kesalahan

seseorang®.

Pada teori diatas dalam skripsi ini menurut penulis teori yang sangat

berhubungan dengan putusan tersebut ialah teori keseimbangan yang

18 R. Wirjono Prodjodikoro . 1974. “Hukum Acara Pidana di Indonesia” jakarta. Sumur
bandung.

14 H.Syarifuddin Pettanase. HJ. Sri Sulastri. 2013 . “Hukum Acara Pidana”. Palembang.
Penerbit Unsri. HIm 185.
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mengunakan pendekatan pengalaman, teori pendekatan keilmuan dan teori ratio

decidendi.

Hukum mempunyai pengertian yang luas. Setiap sudut dalam kehidupan
ini pasti terkait dengan yang nama nya hukum. Hukum merupakan sebuah
sistem yang dibuat oleh manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar
dapat bisa terkontrol.’®> Hukum juga merupakan alat yang dapat digunakan
untuk menegakan dan mencari keadilan. Oleh sebab itu setiap masyarakat
berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum sehingga bisa diartikan
hukum merupakan ketentuan atau peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang
mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi yang
melanggarnya. Masalah pembuktian ini adalah merupakan masalah yang pelik
(ingewikkled) dan masalah pembuktian menempati titik sentral dalam hukum
acara pidana. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan
mendapatkan kebenaran materil, dan bukanlah untuk mencari kesalahan

seseorang.*®

Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus

memutuskan perkara, Dalam hal ini yang harus dibuktikan ialah kejadian

15 R. Wirjono Prodjodikoro . 1974. “Hukum Acara Pidana di Indonesia”Jakarta. Sumur
Bandung.

16 H.Syarifuddin Pettanase. HJ. Sri Sulastri. 2013 . “Hukum Acara Pidana”. Palembang.
Penerbit Unsri. HIm 185.
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konkret, bukan sesuatu yang abstrak. Menurut R. Soesilo, menjelaskan ada

beberapa teori tentang pembuktian tersebut:

1. Conviction-in Time (Sistem Keyakinan Belaka)

Sistem pembuktian conviction-in time merupakan pembuktian untuk
menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh
penilaian “keyakinan” hakim , dengan tidak terikat oleh suatu peraturan
Hukum, sehingga dengan sistem ini hakim dapat mencari dasar putusanya itu
menurut perasaaan semata-mata hingga dengan demikan atas dasar perasaan
itu dapat dipakai untuk menentukan apakah suatu keadaan dianggap telah
terbukti atau tidak.’

Kelemahan sistem pembuktian conviction-in time adalah hakim dapat saja
menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas ‘“dasar
keyakinan belaka” tanpa didukung alat bukti yang cukup. Keyakinan hakim
yang “dominan” atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa.
Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan
terdakwa. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam
sistem pembuktian ini. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu

besar, sehingga sulit diawasi.'8

2. Sistem Pembuktian Bebas (Vrije Bewijstheorie)

17 H.Syarifuddin Pettanase. HJ. Sri Sulastri. 2013 . “Hukum Acara Pidana”. Palembang.
Penerbit Unsri. HIm 186

18 Muktar azam. 2017. “Sistem dan Teori Pembuktian Dalam Hukum”. https:// azammukhtar.
blogspot. com/2017/02/sistem-dan-teori-pembuktian-dalam-hukum.html(online). di akses pada 17
Januari 2019, pukul 20.18 WIB.



https://azammukhtar.blogspot.com/2017/02/sistem-dan-teori-pembuktian-dalam-hukum.html
https://azammukhtar.blogspot.com/2017/02/sistem-dan-teori-pembuktian-dalam-hukum.html
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Menurut teori ini ditentukan bahwa hakim dapat didalam memakai dan
menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan sama sekali tidak
terikat pada penyebutan alat-alat bukti yang termaktub dalam Undang-
Undang®®. Namun dalam sistem ini hakim diperkenankan untuk memakai alat-
alat bukti lain asalkan berlandaskan dengan alasan-alasan dapat diterima.
Sistem Pembuktian Bebas di dalam ilmu pengetahuan juga dinamakan sebagai
teori conviction-raisonee “keyakinan hakim”. Oleh karena itu Jika dalam
sistem pembuktian conviction-in time peran “keyakinan hakim” leluasa tanpa
batas maka pada sistem conviction-raisonee, keyakinan hakim harus didukung
dengan “alasan-alasan yang jelas”. 2°Hakim harus mendasarkan putusan-

putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (reasoning).

Dalam Pembutian ini, Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-
alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau
teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk

menyebut alasan-alasan keyakinannya (vrijs bewijstheorie).?!

3. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara

positif. (Positive-wettelijk bewijstheorie.)

19 H.Syarifuddin Pettanase. HJ. Sri Sulastri. 2013. “Hukum Acara Pidana”. Palembang.

Penerbit Unsri. HIm 188
20 Muktar azam. 2017. “Sistem dan Teori Pembuktian Dalam Hukum”. https:// azammukhtar. blogspot.
com /2017/02/sistem-dan-teori-pembuktian-dalam-hukum.html(online). di akses pada 17 Januari 2019,
pukul 20.30 WIB.

ZMuktar azam. 2017. “Sistem dan Teori Pembuktian Dalam Hukum”. https:// azammukhtar.
blogspot. com/2017/02/sistem-dan-teori-pembuktian-dalam-hukum.html(online). di akses pada 17
Januari 2019, pukul 20.45 WIB



https://azammukhtar.blogspot.com/2017/02/sistem-dan-teori-pembuktian-dalam-hukum.html
https://azammukhtar.blogspot.com/2017/02/sistem-dan-teori-pembuktian-dalam-hukum.html
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Dalam sistem ini nilai suatu pembuktian hanya didasarkan alat-alat bukti
yang diatur didalam Undang-Undang yang dapat diapakai oleh hakim. Cara
begaimaana hakim dapat mempergunakannya, asal alat bukti itu telah dipakai
secara yang ditentukan oleh Undang-Undang.?? Maka apabila telah terbukti
suatu perbuatan tersebut sesuai dengan alat-alat bukti yang diatur didalam
Undang-Undang hakim harus dan berwenang menetapkan terbukti atau

tidaknya suatu perkara yang diperiksanya.

Menurut teori berdasarkan Undang-Undang secara positif ini, keyakinan
hakim tidak diperlukan lagi. Untuk itu pada saat ini teori berdasarkan Undang-
Undang sistem pembuktian ini sudah tak dipakai lagi ini sudah tidak dipakai
lagi dalam acara pembuktian perkara pidana. Karena dipandang menyingkirkan
pertimbangan subjektif seorang hakim dan tidak mampu untuk mendapatkan

kebenaran materil karena terlalu kaku.

4. Teori pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (Negatif
Wettelijk)

“Sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian
menurut Undang-Undang secara negatif. Sistem pembuktian negatif diperkuat
oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman”.?® Sistem pembuktian ini adalah

berdasarkan pada kekuatan alat bukti didalam Undang-Undang namun

22 H Syarifuddin Pettanase. HJ. Sri Sulastri. 2013 . “Hukum Acara Pidana”. Palembang.
Penerbit Unsri. HIm 186

2 Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju,
Bandung, 1995, him 106.
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kekuatan pembuktian yang diperoleh dari alat bukti tersebut tidak dapat lagi
digunakan untuk memutus perkara pidana apabila tidak disertai dengan
keyakinan hakim. Jadi menurut sistem ini keyakinan hakim merupakan suatu
hal yang mutlak untuk dapat memutus perkara pidana selain telah terpenuhinya
alat bukti-alat bukti yang diatur didalam Undang-Undang dan ditambah dengan
keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa?*,
F. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian yang akan penulis teliti adalah terkait kasus pegawai
bank yang melakukan korupsi Kasus Putusan Nomor 31/pid.sus-tpk/2017/pn-plg di
peradilan pidana Indonesia, serta memahami putusan-putusan yang di berikan oleh
hakim tersebut.
G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis
penelitian hukum normatif yaitu penerapan atau implementasi ketentuan hukum

normatif (in abstraco) pada peristiwa hukum tertentu (in concreto) dan

24 H.Syarifuddin Pettanase. HJ. Sri Sulastri. 2013 . “Hukum Acara Pidana”. Palembang.
Penerbit Unsri. Hal 188.
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hasilnya?. Dalam penelitian hukum normatif , penelitian akan dilakukan terhadap

dokumen hukum yang bersangkutan dengan para pihak terkait.
2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan

skripsi ini adalah :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach)

Pendekatan ~ Perundang-Undangan  merupakan  penelitian  yang
mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perUndang-Undangan
sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.?” Pendekatan
Perundang-Undangan ini  misalnya dilakukan dengan mempelajari
konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-
Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang

yang lain.

2. Pendekatan Kasus (Case Approach)
Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus

yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang

%5 Admin. 2013. “Pendekatan Dalam Penelitian Hukum”. https:// ngobrolinhukum. wordpress.
com /2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/(online). diakses pada 21 Janari 2019, pukul
09.00 WIB.

% Soerjono Soekanto, 1981. “Pengantar Penelitian Hukum”. Jakarta: U.I Press. Him.201

21 Soerjono Soekanto, 1981. “Pengantar Penelitian Hukum”. Jakarta: U.I Press. Hlm 202


https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/
https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/
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ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan
berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan
tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan
sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu
hukum yang dihadapi. 28

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data penelitian hukum ini adalah data sekunder menggunakan beberapa

sumber bahan hukum sebagai berikut:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer berupa :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

4. Undang Undang No. 10 Tahun 1998 Atas Perubahan No. 7 Tahun

1992;
b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa ;Buku-buku hukum (Text Book);

21bid. Hal.202
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1. Putusan-putusan hakim

2. Jurnal-jurnal hukum;

3. Karya tulis hukum;

4. Pandangan teori-teori hukum;

5. Pandangan ahli hukum atau doktrin

6. Skripsi dan makalah

¢. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum Indonesia, kamus bahasa
Belanda dan encyclopedia. dan penelusuran data sekunder juga dilakukan

secara elekktonik, dengan pemanfaatan teknologi infomasi(internet).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, maka teknik yang
digunakan dalam pengumpulan bahan ialah penelitian Kepustakaan( Library
Research) atau studi Dokumentasi.

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka
bahan hukum yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. “Analisi kuantitatif dapat

juga disebut analisi statistik. Prosesnya dapat dibagi dalam tiga tahap: tahap pertama,
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adalah pengolahan data. Tahap kedua, adalah pengorganisasian data. Dan tahap

ketiga, adalah tahap penemuan hasil.”?
6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini bukanlah semata-mata
merupakan ringkasan temuan, tetapi harus disertai pula dengan pemikiran-pemikiran
peneliti yang berkaitan dengannya. Tidak perlu lagi ditekankan bahwa penarikan
kesimpulan ini harus menjawab seluruh pertanyaan peneliti.>* Dalam penelitian ini
penarikan kesimpulan dilakukan dengan Penarikan kesimpulan deduktif, kesimpulan
deduktif dibentuk dengan cara deduksi. Dimulai dari umum menuju kepada yang
khusus atau hal yang lebih rendah proses pembentukan kesimpulan deduktif tersebut

dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju kepada yang konkrit.

2 Amiruddin,Zainal  Asikkiin,, “PENGANTAR METODE PENELITIAN HUKUM?”
jakarta.2003 RajaGrafindo Persada
30 Burhan Ashshofa, “Metode Penelitian Hukum”, Jakarta : Rineka Cipta, 1996, hlm 138.
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